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Sifat: . Penting

Perihal: . Surat Imbauan

Kepada

Yth, Bupati Sumba Timur

Di

Tempat

A, Dasar Hokum

Waingapu, 25 Maret 2024

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang

Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

4. Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi

Tenggara Timur Nomor

156/PM.00.01/K.NT/03/2024 tentang Himbauan kepada Bupati.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan pelanggaran Tahapan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mengimbau kepada
Bupati Sumba Timur untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
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N"::::‘:; ::::::"::’::": telah "‘":C"‘l"‘ kali diubah terakhir dengan tUndang- Undang
i M : * tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Penpganti Undang:
. ¢ " mor 2 Tahun 2020 temtang Perubahan Ketiga atas Undang Undang
omor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang N 1

o g Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
enjadi Undang-Undang sehagai berikut a) Pasal 71 ayat (1) bahwa pejabatl

meara, pejabat duerah, pejabat aparatur sipil negara, unggota INUPOLRI dan

Kepala Des
Sa atan se /
atan sehutan latnlurah dilarang membual keputusan dan/atau

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,
Pasal 71 ayal (2) bahwa Gubernur ataw Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil

b)
kota atan Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian

Bupati, dan Wali
fenam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai

pejabat 6
dengan akhir masa jabatan keenali mendapat persefjuan tertulis dari menteri;

¢) Pasal 71 ayat (3) bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil

Bupati, dan Walikota atau Walkil Walikota dilarang menggunakan kewenangar,
th satu

dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan sala
lain dalam waktu 6

ngan

program,
pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah

(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai de

penetapan pasangan calon terpilih;

d) Pasal 71 ayat (4) bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
bat Gubernur atau Penjabat

dengan ayat (3) berlaku juga untuk Penja
Bupati’Walikota;
wa Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau
il Walikota selaku petahana melanggar

¢) Pasal 71 ayat (5) bah
(3), petahana tersebut

Wakil Bupati, dan Walikota atau Wak

agaiman dimaksud pada ayat (2) dan ayal
wai calon oleh KPU Provinsi alau KPU

ketentuan seb
ag

dikenai sanksi pembatalan seh
Kabupaten'Kota;

f) Pasal 71 ayat (6) bahwa Sanski seb
ang bukan petahana diatur sesuai dengan keten

agaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
fuan peraturan

dengan ayat (3) )
peruna'ang—um:’angan;
upati, atau Walikota yang akan

g) Pasal 162 ayat (3) bahwa Gubernur, B

melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi alau
Kabupaten Kota, dalam janghka warii 6 fenam) bulai terfiitung sejak tanggal
kan persefujuan tertulis dari Menteri;

pelantikan harus mendapat
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h) Pasal 188 bahwa Setrap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipl Negara, dan
Kepala Desa atau sebutan lain Lurah vang dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagarmana dimakswd dalam Pasel 71, dipidana dengan prdana penjara paling
singkat 1 (satw) bulan ataw paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling
sedikit - Rp600.000,00  (enam  rafus ribu  ruprah) atav  paling hanyak

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

1) Pasal 190 bahwa Pejabat yang melanggar ketentuan | rasal 71 ayat (2) atau Pasal
162 avat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat | (satw) bulan atau
paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam
ratus ribu rupich) atau paling banvak Rp6.000. 000,00 (enam juta rupiah).

(5

Agar mempedomani  ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

3. Agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Aparatur Sipil Negara pada

lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sehubungan dengan asas netralitas selama masa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
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